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ABSTRAK 
 
Globalisasi merupakan satu fenomena yang mempunyai tiga citra (image), yakni citra 
pembaratan-modenisasi, citra hegemoni dan dominasi, citra integrasi pasar global. Globalisasi 
menjadi lekat dengan persepsi akan dominasi dan penaklukan Barat terhadap bangsa-bangsa lain, 
suatu dominasi dan penaklukan terhadap “desa global“. Pakar ekonomi dan filsafat STF 
Driyarkara B Herry Priyono mencatat bahwa selama ini kita memamah biak mitos bahwa dalam 
globalisme, AS dan Inggris merupakan teladan perdagangan bebas, sedangkan negara-negara 
seperti Jerman, Perancis, dan Jepang adalah sarang ekonomi intervensi-negara.  
Fakta bahwa terorisme, baik dari Islam maupun komunis, sekarang menjadikan Amerika 
Serikat sebagai musuh utama adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, lalu serta merta 
disimpulkan bahwa memang ada kebencian esensial dari para teroris kepada AS. Fakta yang lain 
harus diungkap untuk mendukung analisa Terorisme itu sendiri. Fakta itu bisa berupa doktrin 
maupun asal usul sosial, politik dan ekonominya. 
Globalisasi  kapitalisme terus bertabrakan dengan kebangkitan Islam dan nasionalisme di 
Dunia Ketiga (negara-negara berkembang), termasuk tentu saja, Indonesia. Robert Hefner dari 
Boston University, AS berkali-kali mengartikulasikan dalam pemikirannya bahwa negara-negara 
berkembang membutuhkan bantuan ekonomi dan pendidikan dari AS/Barat untuk mengatasi 
kemiskinan dan keterbelakangan, serta  membangun saling pengertian internasional, yang pada 
gilirannya akan  mengurangi  jurang kaya-miskin di tingkat global dan  mengikis ketegangan 
internasional yang bisa menciptakan iklim bagi kekerasan, terorisme dan fundamentalisme 
agama-agama.  
Globalisasi yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan yang masa lampau. Tiga faktor 
yang membedakan: velocity, intensity, dan extensity, kecepatan-kesertamertaan, intensitas dan 
ekstensitas. Lawatan Presiden AS George W. Bush ke Indonesia November 2006 tidak terlepas 
dari kepentingan strategis Amerika di kancah global dalam upaya memerang terorisme. Dewasa 
ini, di Asia Tenggara, Indonesia merupakan elemen penting dalam perang AS dengan terorisme 
global, termasuk perang terhadap Al Qaidah, Jamaah Islamiyah, dan jaringannya. Indonesia 
adalah anchor of stability (jangkar stabilitas) di Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia dengan 
tradisi agama dan pluralisme serta memiliki toleransi, juga berperan sebagai counter balance 
dalam menghadapi peningkatan radikalisme agama dan terorisme yang dapat membahayakan 
sendi-sendi demokrasi dan stabilisasi di Asia Tenggara. 
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PENDAHULUAN 
 
Samuel P. Huntington menyatakan bahwa ada budaya baik dan budaya jahat dalam 
globalisasi, dan di dalam globalisasi itu sendiri terkandung ketidaksamaan, ketidakadilan dan 
ketidaksetaraan (“Keynote Address’’, paper, Colorado College, 1999). Huntington berhujah 
bahwa  pada era globalisasi abad 21 ini,  budaya merupakan  komponen  yang bakal  menentukan  
kejayaan sebuah masyarakat dan bukannya komponen politik, meskipun  politik  bisa mengubah  
dan menyelamatkan budaya. 
Globalisasi sesungguhnya telah melanda Eropa yang mengalami proses internasionalisasi 
pada 1960-an dan 1970-an dalam gejala yang populer dikenal sebagai “internationalization”. 
(Waters: 1995) Baru pada 1990-an, globalisasi mulai memukau masyarakat dunia setelah 
diwacanakan secara terbuka oleh Presiden George Walker Bush  menyusul berakhirnya Perang 
Dingin lantaran ambruknya Blok Soviet, yang dibarengi dengan diskursus Bush tentang “Tata 
Dunia Baru“ (“The New World Order”).         
Dasar-dasar liberalisasi Bush sendiri bertolak dari liberalisasi ekonomi semasa 
pemerintahan Ronald Reagan sebagai pencetus awal kehadiran globalisasi. Globalisasi sering 
dipandang sebagai cetusan pemikiran baru yang berusaha  membawa masyarakat ke dalam satu 
sistem dunia yang lebih luas  dalam bingkai kapitalisme-liberalisme. Sebagaimana dicatat 
M.Waters dan Mittleman (“The Dynamics of Globalization”, Boulder and Co, 1996), meskipun 
globalisasi bersifat multidimensi tapi ia lebih mudah dipahami  melalui dimensi ekonomi untuk 
memahami transformasi masyarakat dunia pasca Perang Dingin. (Waters & Mittlemen: 1996). 
Di sini pemberlakuan hegemoni ekonomi-politik oleh AS/Barat terhadap Dunia Ketiga, 
dengan dukungan  teknologi komunikasi dan  informasi menjadikan dunia seolah tak ada batas-
batasnya, world without borders, (Ohmae, 1991). Hal ini paralel dengan pandangan  akademisi 
Kiichi Hirano (Good Changes, bad Changes: A Japanese View on Globalization and Social 
Transformation in the Asia Pacific, 2000),  bahwa globalisasi merupakan satu fenomena yang 
mempunyai tiga citra (image). Pertama ialah citra pembaratan-modenisasi yaitu perluasan 
konsep moden Barat ke atas dunia bukan Barat. Ia juga dikenali sebagai proses mengintegrasikan  
dunia bukan Barat ke dalam dunia Barat. Dalam hal ini globalisasi mengakibatkan teknologi, 
sains, sistem pemerintahan, budaya dan konsep dari dunia Barat akan dipindahkan kedunia 
bukan Barat, melalui proses restrukturisasi kapitalis, inovasi dan kompetisi dengan teknologi, 
informasi dan  komunikasi .  
Kedua ialah citra hegemoni dan dominasi yaitu proses penyatuan organisasi antar bangsa 
yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua (organisasi ini berasaskan ide dan kepentingan 
Amerika Serikat, dan pasar global) di bawah satu orde (the New World Order). Proses penyatuan 
tersebut dikatakan tidak pernah dilakukan sebelumnya. Ketiga ialah citra integrasi pasar global. 
Dalam era globalisasi, integrasi pasar dunia menjadi semakin meningkat dan hal itu  
meningkatkan kadar ketergantungan antarabangsa akibat meningkatnya  perpindahan dan 
pergerakan barang, jasa, manusia dan uang yang melintasi batas-batas negara. 
Istilah globalisasi sebenarnya diciptakan oleh  kaum literati dan penguasa Barat untuk 
menggantikan atau menetralkan istilah “kolonialisme-imperialisme” yang banyak memberi 
gambaran negatif dan menakutkan tentang kolonialisasi negara maju terhadap Dunia Ketiga 
(Berkembang). Proses globalisasi dewasa ini bukan lagi berkisar pada persoalan imperialisme-
kolonialisme lama seperti penjajahan fisik di zaman dahulu, tetapi lebih merupakan bentuk 
perluasan penguasaan ekonomi dan budaya negara-negara Barat terhadap negara-negara 
berkembang melalui gerakan modal atau dominasi ekonomi transnasional.  
Sehubungan itu, globalisasi juga dikenal sebagai imperialisme baru atau neo-imperialisme 
yang diciptakan oleh negara adikuasa dan perusahaan multi nasional Barat untuk melaksanakan 
kehendak dan hasrat mereka mengeksploitasi sumberdaya dan ekonomi negara berkembang. 
Artinya, globalisasi merupakan satu proses legitimasi yang bertujuan melindungi unsur bar-bar 
dan hegemoni-dominasi yang terkandung dalam era imperialisme-kolonialisme lampau untuk 
disesuaikan dengan konteks perkembangan kotemporer.  
Sikap Barat sejak ia memaklumkan kolonialisme--imperialisme hingga sekarang tidak 
banyak berubah yaitu melakukan penindasan dan dominasi terhadap bangsa-bangsa yang lemah, 
mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia,  menggerakkan  modal, barang dan  jasa,  yang 
acapkali memarginalkan  budaya lokal dan memaksa Dunia Ketiga mengikuti kemauan dan 
kepentingan mereka. Willfred (1997) menyatakan bahwa globalisasi ialah peringkat yang paling 
mutakhir dalam sejarah dominasi ekonomi dan budaya Barat terhadap Dunia Ketiga yang 
berkesinambungan dari era kolonialisme-imprealisme 500 tahun lalu seperti yang dijelaskan oleh 
Wilfred (Globalization and Cultures, 1997) berikut: 
Present-day globalisation is but a countinuation of along tradition of over five hundred 
years, the tradition of imperialism. Globalization is only the latest phase and expression of this 
uninterrupted history of domination and subjugation of peoples, nations and cultures thrugh the 
conquistadors and colonisers. It is a tradition of political, economic and cultural domination of 
some  nations  over  others. 
Globalisasi menjadi lekat dengan persepsi akan dominasi dan penaklukan Barat terhadap 
bangsa-bangsa lain, suatu  dominasi dan penaklukan terhadap “desa global “- meminjam wacana  
McLuhan “global village” (“Understanding Media: The Extentions of Man”, London, 1964). Di 
dalam “desa global”,  meski isu-isu yang  muncul dalam sebuah negara tidak lagi sekedar 
menjadi isu nasional, namun  mendapat perhatian global di seluruh penjuru dunia, tetap saja 
hegemoni ekonomi dan kultural oleh Barat terhadap Dunia Ketiga merupakan realitas sosial yang 
fundamental.  
Pakar ekonomi dan filsafat STF Driyarkara B Herry Priyono mencatat bahwa selama ini 
kita memamah biak mitos bahwa dalam globalisme, AS dan Inggris merupakan teladan 
perdagangan bebas, sedangkan negara-negara seperti Jerman, Perancis, dan Jepang adalah sarang 
ekonomi intervensi-negara. Melalui pelacakan sejarah, ekonom-politik Ha-Joon Chang (2002) 
menemukan pola berikut: Selama kurun abad ke-19 dan awal abad ke-20, tarif industri Jerman 
dan Perancis berkisar 15-20 persen. Sejak membuka diri pada tahun 1853, Jepang bahkan 
mengenakan tarif di bawah 5 persen sampai tahun 1911. Sebaliknya, dalam kurun yang sama, 
AS dan Inggris mengenakan tarif industri setinggi 40-50 persen. Dari dasawarsa 1830-an sampai 
akhir Perang Dunia II (terutama selama 1913-1929), AS mengenakan tarif tertinggi di dunia 
untuk barang impor manufaktur, yaitu 48 persen. 
Jika ajaran tentang keutamaan pertumbuhan lewat deregulasi dan privatisasi sejak awal 
dasawarsa 1980-an bukan sekadar propaganda, tentu sejarah juga mencatat. Sejarah memang 
mencatat, tetapi persis tidak sesuai ajaran. Ambillah dua masa yang biasa dipakai sebagai 
pembeda, 1960-1979 (periode ekonomi-politik dirigiste) dan 1980-1999 (periode yang dianggap 
kejayaan laissez-faire). Selama 1960-1979, ekonomi dunia (per kapita) tumbuh 3 persen, sedang 
periode 1980-1999 hanya tumbuh 2 persen. Selama 1980-1999, pertumbuhan pendapatan per 
kapita di negara-negara maju turun dari 3,2 menjadi 2,2 persen, sedangkan negara-negara 
berkembang jatuh dari 3 ke 1,5 persen. Tanpa dibantu angka pertumbuhan Cina dan India, yang 
tidak menempuh laissez-faire, niscaya angka kejatuhan itu akan lebih besar lagi. 
Kemudian, Amerika Latin juga punya kisah lain. Pertumbuhan pendapatan per kapita 3,1 
persen selama 1960-1979 rontok menjadi 0,6 persen selama 1980-1999. Lalu, pendapatan per 
kapita penduduk Timur Tengah dan Afrika Utara turun -0,2 persen per tahun selama 1980-1999, 
sedang Afrika Sub-Sahara jatuh -0,7 persen per tahun. Padahal, selama 1960-1979, Timur 
Tengah dan Afrika Utara tumbuh rata-rata 2,5 persen, sedangkan Afrika Sub-Sahara tumbuh 2 
persen. Seperti dicatat oleh Human Development Report selama dekade terakhir, tak ada 
kawasan dengan kerontokan ekonomi paling cepat dalam sejarah modern daripada wilayah 
Eropa Timur, Tengah, dan bekas Uni Soviet (Priyono: 2003).  
Jika data sejarah tidak juga mendukung doktrin yang diajarkan dalam globalisasi, 
sebaiknya kita mencari alasan lain bagi khotbah kita tentang perlunya perdagangan bebas. Di 
sinilah kita tidak-bisa-tidak menyentuh basic instinct yang menjadi jantung globalisasi dewasa 
ini. Globalisasi memang melibatkan seluruh gugus kehidupan, politik, sosial, psikologi, dan 
kultural. Sebagaimana sering kita dengar dari para budayawan, runtuhnya Tembok Berlin tahun 
1989 menandai berakhirnya narasi besar (grand narrative) yang berkisar pada rivalitas ideologi 
dan Perang Dingin. "Dahulu, kaum progresif berpikir dalam terminologi global, dan kaum 
konservatif-kanan berpikir dalam terminologi lokal. Sekarang, pola itu sudah terbalik secara 
tragis. Persis di saat para pemikir kultural berpikir kecil-lokal, sejarah mulai beraksi besar-
global. Kita hidup dalam sejarah ketika kaum kanan beraksi dalam skala global, sedangkan kaum 
posmodernist berpikir skala lokal. Ketika grand narrative globalisasi kapitalis berderap sembari 
meninggalkan bangkai-bangkai korban yang berceceran di seluruh planet, para intelektual 
progresif bahkan berhenti berpikir dalam terminologi "politik". Mereka berpikir dalam 
terminologi "kultur", dan di situ mereka terperangkap. 
Basic instinct globalisasi dewasa ini memang bukan hanya soal ekonomi, tetapi kultur. 
Namun, "kultur" bagi para kapten globalisasi dewasa ini bukanlah apa yang kita gagas, 
melainkan ranah-ranah hidup di mana mereka bisa menjual produknya, dari film Hollywood 
sampai KFC. Jameson (1998) menyebutnya sebagai "the becoming cultural of the economic, and 
the becoming economic of the cultural". 
Eagleton maupun Jameson sampai pada kesimpulan lugas. Pertama, tidak benar grand 
narrative telah lenyap; globalisasi adalah grand narative dewasa ini. Kedua, sebagaimana tak 
ada simulacra yang otonom, begitu pula diagnosa kultural kita perlu dirawat di "unit gawat 
darurat" dan diberi infus ekonomi-politik. Mengapa? Bagi mereka, pada dataran ekonomi-politik 
itulah libido globalisasi dewasa ini bersembunyi. 
Apa yang baru dari globalisasi dewasa ini? Rupanya jawaban terletak dalam perkembangan 
baru kapitalisme, seperti dicatat Herry Priyono: 
Pertama, tahap kapitalisme yang menggerakkan globalisasi dewasa ini merupakan 
intensifikasi praktik homo oeconomicus yang semakin jauh mengkolonisasi gugus-gugus lain 
dari hidup manusia, personal maupun institusional. Dengan segala hormat pada sifat 
multidimensi hidup manusia, apa yang terjadi adalah imperialisme homo oeconomicus (manusia 
ekonomi) atas homo legalis (manusia hukum), zoon politikon (makhluk politik), homo socialis 
(makhluk sosial), animal rationalis (hewan berpikir), dan sebagainya. 
Penjelmaannya dalam corak globalisasi dewasa ini berupa penerapan konsep "modal" 
(capital) pada semakin banyak aspek kehidupan. Dari otot dan gaya senyum pada lingkup 
personal, sampai subsidi kaum miskin dan kinerja departemen pemerintah pada lingkup besar, 
semua dihakimi dengan tolok ukur sistem pasar (market system). Bila Anda tidak punya uang, 
Anda tak punya hak! Pemikir Perancis almarhum Pierre Bourdieu menyebut imperialisme homo 
oeconomicus ini sebagai "program yang menghancurkan komunitas" (Priyono: 1998). 
Kedua, akan tetapi imperialisme homo oeconomicus atas makin banyak bidang hidup 
belum cukup tepat melukiskan kekhasan watak globalisasi dewasa ini. Dalam penelitian mereka 
(2001), Gérard Duménil dan Dominique Lévy, dua ekonom dari Centre National de la Recherche 
Scientifique, Paris, menunjuk kekhasan globalisasi dewasa ini sebagai dominasi kekuasaan 
finansial atas sektor ekonomi lain. Istilah "sektor finansial" (finance) mencakup berbagai praktik 
manajemen mutakhir atas kinerja reksa dana, dana pensiun, asuransi, commercial dan investment 
banking, sekuritas, dan sebagainya. 
Tentu, kompleksitas adalah bagian realitas. Tetapi, apa yang dimaksud adalah bahwa 
globalisasi dewasa ini disanggah bukan terutama oleh proses kapitalisme melalui produksi 
barang atau jasa riil, seperti sepatu, baju, jembatan, atau mobil, melainkan permainan finansial. 
Itulah mengapa di banyak kawasan, sektor manufaktur berguguran dan bersama itu juga 
rontoknya kelompok yang terkait langsung dengan ekonomi riil, yaitu kaum buruh. Itu pula yang 
menjelaskan mengapa status profesi insinyur (para kapten ekonomi-material) tergusur oleh para 
manajer keuangan (makelar ekonomi-virtual). Pasar modal (capital market) dimaksud sebagai 
strategi pembentukan modal bagi investasi. Namun, dalam globalisasi dewasa ini, ia justru 
tumbuh menjadi pasar judi. 
Di tahun 1936, ekonom raksasa, John Maynard Keynes, sudah mengingatkan, pasar modal 
ada sebagai sumber investasi bagi entrepreneurs, dan bukan arena judi. Tragedi terjadi saat bisnis 
memproduksi uang buih (bubble economy) dalam badai spekulasi. Kata Keynes (1936), "ketika 
pengadaan modal di suatu negara hanya produk-sampingan dari judi kasino, lenyaplah raison 
d’être pasar modal". Rontoknya ekonomi buih (bubble economy) dan skandal pasar modal yang 
terjadi di AS sejak akhir tahun 2001 adalah korupsi pasar. Lantaran kita suka mengira masalah 
itu sebagai soal moral yang tidak relevan, ekonom Paul Krugman dalam bukunya terbaru tentang 
berbagai korupsi bisnis di AS, The Great Unravelling (2003), menyergah, "I’m not talking about 
morality, I’m talking about management theory." Beginilah salah satu potretnya. Pada tahun 
1971, 90 persen transaksi finansial terkait dengan ekonomi riil dalam rupa investasi jangka 
panjang serta perdagangan dan hanya 10 persen berupa spekulasi.Pada tahun 1990, pola itu 
terbalik. Tahun 1996, sekitar 95 persen dari 1,2 triliun dollar AS transaksi finansial global per 
hari berupa spekulasi, 80 persen di antaranya merupakan spekulasi mondar-mandir dengan 
kecepatan 1-7 hari. 
Globalisasi dalam coraknya dewasa ini digerakkan terutama oleh para pelaku dan praktik 
bisnis dengan seluruh logika akumulasi laba yang terlibat. Akan tetapi, kita perlu bedakan dua 
hal. Pertama, sektor ekonomi-rill yang justru langsung terkait dengan hajat hidup mayoritas 
orang sedang mundur. Kedua, ekspansi besar-besaran kekuasaan sektor finansial berada di 
tangan oligarki modal.Itulah mengapa ekonom James Galbraith (2003), putra ekonom John 
Galbraith, mendesak agar globalisasi "tidak diserahkan kepada orang-orang yang punya 
kekuasaan dan mentalitas bankir". 
Ketiga, sudah saatnya gagasan dan gerakan kultural, sosial, hukum, maupun politik 
berfokus pada soal akuntabilitas publik para pelaku, praktik, dan lembaga yang membuat 
globalisasi dikuasai oligarki modal. Joseph Stiglitz (2002) menyebutnya "globalisasi para tuan 
besar finansial". Setiap kekuasaan terikat secara intrinsik dengan tanggung jawab, seperti yang 
selama ini selalu kita kenakan pada pemerintah. Kecuali kita memang ingin menyerahkan dunia 
dan hidup kita sebagai arena judi dan pengerukan laba di tangan, meminjam ungkapan John 
Pilger (2002), "para penguasa baru dunia". 
Thomas Friedman mengatakan bahwa globalisasi adalah dunia datar. Dia mengatakan 
bahwa globalisasi terdiri dari tiga tahapan (Friedman: 2007)  
Pertama. Globalisasi periode pertama. Globalisasi pertama berlangsung sejak 1492, ketika 
Columbus berlayar, membuka perdagangan antara Dunia Lama dan Dunia Baru, hingga tahun 
1800. Proses ini menyusutkan dunia dari ukuran besar menjadi sedang. Globalisasi 1.0 terkait 
dengan negara dan otot. Artinya, dalam globalisasi 1.0, pelaku utama perubahan atau kekuatan 
yang mendorong proses penyatuan global adalah seberapa gigih, seberapa besar otot, seberapa 
besar tenaga kuda, seberapa besar tenaga angin, dan seberapa besar tenaga uap yang dimiliki 
suatu negara serta seberapa besar tenaga uap yang dimiliki suatu negara serta seberapa besar 
kreativitas untuk memanfaatkannya. Pasa masa ini, negara maupun pemerintah yang biasanya 
dipicu oleh agama, imperialisme, atau gabungan keduanya mendobrak dinding dan menjalin 
dunia menjadi satu hingga terjadi penyatuan global. Kedua, Globalisasi tahap kedua berlangsung 
dari sekitar tahun 1800 hingga diselingi oleh masa Depresi Besar serta Perang Dunia I dan II. 
Masa ini menyusutkan dunia dari ukuran sedang ke ukuran kecil. Dalam globalisasi 2.0, pelaku 
utama perubahan atau kekuatan yang mendorong proses penyatuan global adalah perusahaan-
perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan ini mendunia demi pasar dan tenaga kerja, 
dengan dipelopori oleh Revolusi Industri serta ekspansi perusahaan-perusahaan yang bermodal 
gabungan dari Belanda dan Inggris. Pada paruh masa ini, proses penyatuan global dimotori oleh 
‘jatuhnya’ biaya pengangkutan berkat mesin uap dan kereta api. Paruh berikutnya proses 
penyatuan dimotori oleh ‘jatuhnya’ biaya telekomunikasi berkat penyebaran telegraf, telepon, 
PC, satelit, serta optik, World Wide Web versi awal. Pada masa itulah kita menyaksikan kelahiran 
dan pendewasaan ekonomig global dalam pengertian bahwa ada cukup pergerakan barang dan 
informasi dari benua ke benua demi terbentuknya pasar global, dengan wujud jasa perdagangan 
barang dan tenaga kerja antar pasar. Kekuatan dibalik globalisasi masa ini adalah terobosan 
dibidang perangkat keras, berawal dari kapal uap dan kereta api, hingga kemudia telepon dan 
komputer induk. 
Ketiga, globalisasi tahap ketiga berlangsung sekitar tahun 2000 sampai sekarang. 
Globalisasi 3.0.in menyusutkan dunia dari ukuran kecil menjadi sangat kecil sekaligus 
mendatarkan lapangan permainan. Jika motor penggerak globalisasi 1.0 adalah mengglobalnya 
negara; motor penggerak globalisasi 2.0 adalah mengglobalnya perusahaan, uniknya motor 
penggerak globalisasi 3.0 adalah kekuatan baru yang ditemukan untuk bekerjasama dan bersaing 
secara individual dalam kancah global. Dia menjelaskan dalam bukunya, fenomena yang 
memungkinkan, memberdayakan, dan melibatkan individu serta kelompok kecil untuk dengan 
mudah dan mulus menjadi global dengan flat-world-platform. Flat-world-platform merupakan 
konvergensi antara komputer pribadi yang memungkinkan setiap individu dalam waktu singkat 
menjadi penulis materi mereka sendiri secara digital, serta memungkinkan mereka untuk 
mengakses lebih banyak materi di seluruh dunia dengan mudah secara digital, serta work flow 
software yang memungkinkan individu-individu di seluruh dunia untuk bersama-sama 
mengerjakan suatu materi digital dari manapun, tanpa menghiraukan jarak antar mereka. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pro-kontra Globalisme 
Globalisme dan globalisasasi sebagai sebuah fenomena multi dimensi pada titik tertentu 
melahirkan berbagai perspektif. Pada satu sisi para ilmuwan menganggap bahwa globalisasi 
adalah sebuah paradigrma ilmu (grand theory) dalam keilmuan sosial saja, padahal jika kita 
melihat aspek yang lebih luas dari pada globalisasi maka implikasi yang ditimbulkan globalisasi 
juga mengarah pada perubahan yang signifikan terhadap pola perkembangan sains dan teknologi 
dunia. 
Sebagai sebuah konsep globalisasi selalu identik dengan konsep pengurangan kedaulatan 
sebuah negara, penghilangan batas wilayah sebuah negara, kecanggihan teknologi, penyempitan 
ruang dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan kepada pemikiran 
perdagangan bebas. Dalam Kenichi Ohmae misalnya, globalisasi bukan saja membawa ideologi 
yang bersifat global dalam hal ini demokrasi liberal, tetapi juga turut mengancam proses 
pembentukan negara bangsa, karena globalisasi pada intinya ingin mewujudkan dunia atau 
negara tanpa batas (borderless world). 
Dalam hal ini, dalam globalisasi, setiap persoalan tidak lagi bisa dipandang dari sudut 
pandang tertentu, melainkan selalu memiliki keterkaitan dengan persoalan lain di tempat-tempat 
lain. Fakta bahwa terorisme, baik dari Islam maupun komunis, sekarang menjadikan Amerika 
Serikat sebagai musuh utama adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, lalu serta merta 
disimpulkan bahwa memang ada kebencian esensial dari para teroris kepada AS. Fakta yang lain 
harus diungkap untuk mendukung analisa Terorisme itu sendiri. Fakta itu bisa berupa doktrin 
maupun asal usul sosial, politik dan ekonominya. 
Contoh yang paling populer adalah mengenai organisasi teroris al-Qaedah. Al-Qaedah 
adalah sebuah organisasi masyarakat dunia yang menganut Islam dengan penekanan pada ajaran 
Wahhabisme.Wahhabisme atau wahhabiyah adalah ideologi yang dilahirkan oleh Muhammad 
bin Abd Wahhab pada akhir abad ke-18 di Jazirah Arab. Jalan kekerasan yang diterapkan oleh 
al-Qaedah adalah salah satu ciri utama doktrin teologis kaum Wahhabi yang sekarang menguasai 
Arab Saudi. Teologi Wahhabi telah menyebar ke seantero dunia, dan disinyalir telah dianut oleh 
sekitar 10% pemeluk Islam dunia. Wahhabisme merupakan pendukung utama kekuasaan 
keluarga Saudi di Arab Saudi. Paham inilah yang melandasi semua kebijakan otoriter keluarga 
Saudi yang akhirnya menempatkan Arab Saudi pada jajaran negara-negara yang paling banyak 
membelenggu kebebasan warganya. 
Sudah tentu blobalisasi atau globalisme menimbulkan pro dan kontra bagi bangsa-bangsa 
di seluruh dunia. I Wibowo mencatat (Friedman: 2003) bahwa bagi kaum liberal/neoliberal, 
globalisasi ekonomi  akan membawa berkah dan keuntungan bagi dunia. Seluruh dunia ini akan 
makmur kalau semua negara di dunia ini mau saling membuka perbatasannya. Barang- barang 
dapat keluar dan masuk dengan bebas, begitu juga investasi. Bukan hanya itu, perdagangan dan 
investasi internasional juga akan membawa perdamaian dunia. Negara-negara memilih untuk 
tidak berperang karena ekonomi mereka terkait satu sama lain. Dengan amat provokatif, 
Friedman mengatakan bahwa negara-negara di mana terdapat gerai McDonald’s tidak saling 
menyerang! Inilah hukum yang dinamakan Golden Arches. Logikanya memang memikat: free 
trade plus free market menghasilkan kemakmuran plus perdamaian. Untuk mendukung gagasan 
dan konsep ini, muncul teori liberal/neoliberal yang merupakan teori yang paling optimistis 
mengenai terciptanya kemakmuran dunia. Mereka berpendapat bahwa struktur pasar 
internasional saat ini akan dapat membawa kemakmuran yang dicita- citakan. Dunia memang 
terbagi antara "negara-negara berkembang" dan "negara sedang berkembang". Meski demikian, 
di antara keduanya tidak perlu terjadi antagonisme. Keduanya dapat bekerja sama untuk 
menciptakan kemakmuran dunia. 
Masalah yang bisa timbul menurut pendukung liberalisme adalah kelemahan yang 
terkandung dalam berbagai faktor produksi, terutama modal (capital) dan tenaga kerja (labour). 
Cara untuk mengatasi masalah ini ada tiga: perdagangan, investasi asing, dan bantuan asing. 
Perdagangan, menurut pandangan mereka, dapat bertindak sebagai mesin pertumbuhan. Ia 
mendorong terjadinya spesialisasi sesuai dengan comparative advantage, yang dengan 
perdagangan internasional akan meningkatkan pendapatan. Spesialisasi dan perdagangan dari 
produk yang sesuai dengan faktor kekayaan nasional akan dapat menimbulkan alokasi sumber 
daya secara lebih efisien. Spesialisasi semacam itu penting bagi negara yang belum berkembang 
karena negara-negara itu pada umumnya hanya mempunyai pasar domestik yang kecil. 
Tambahan pendapatan dapat ditabung, dan tabungan ini dapat dipakai untuk memacu 
pembangunan lewat domestic expenditure untuk menaikkan produksi atau untuk mengimpor 
capital equipment. 
Kaum liberal/neoliberal juga memandang perdagangan luar negeri sebagai suatu hal yang 
mempunyai efek terhadap pembangunan. Lewat perdagangan dapat diperoleh mata uang asing 
dan barang-barang material yang diperlukan untuk pembangunan. Perdagangan 
menyebarluaskan teknologi serta keterampilan manajerial. Selanjutnya, perdagangan juga 
mendorong masuknya modal lewat investasi internasional serta memacu terjadinya kompetisi. 
Investasi asing dilihat sebagai hal yang dapat membawa keterampilan manajerial dan teknologi 
yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. 
Bantuan asing dari negara maju diberikan tidak lewat hubungan pasar. Ia diyakini dapat 
mengisi kekurangan akan sumber daya di negara sedang berkembang. Misalnya, bantuan asing 
dapat menyediakan modal, teknologi, dan pendidikan. Pendek kata, semakin membuka diri ke 
dunia luar, semakin makmur dan tidak ada pertikaian. Thomas Friedman terang-terangan 
mengejek orang-orang yang masih terikat pada "pohon zaitun" (olive tree), yaitu desa, tanah 
kelahiran, negara, suku, dan sebagainya. Mempertahankan pohon zaitun tidak ada gunanya di 
zaman globalisasi sekarang, lagi pula hanya menghasilkan peperangan dan konflik yang 
membawa derita. 
Dalam praktik, sistem kapitalis internasional  ternyata tidak menghasilkan distribusi yang 
merata. Negara-negara sedang berkembang itu miskin karena sejarah menempatkan mereka pada 
posisi subordinate dan kondisi ini bertahan terus sejauh mereka menjadi bagian dari sistem 
kapitalis internasional itu. Sistem pasar internasional pada dasarnya ada di bawah kendali dari 
negara-negara berkembang dan karena itu cara kerjanya menimbulkan kerusakan pada negara 
sedang berkembang. Atau secara kasar dikatakan bahwa operasi pasar internasional 
memungkinkan negara berkembang untuk mengeksploitasi kekayaan ekonomi dari negara yang 
sedang berkembang. 
Perdagangan antara negara berkembang/maju (Utara) dan negara sedang berkembang 
(Selatan) adalah hubungan tukar-menukar yang tidak setara karena pasar internasional yang ada 
di bawah kontrol negara-negara maju saat ini menyebabkan merosotnya harga bahan mentah 
yang dihasilkan oleh negara-negara Selatan dan meningkatnya harga produk industri yang 
dihasilkan oleh negara-negara Utara. Yang disebut terms of trade ini memang merugikan negara 
Selatan. Lebih parahnya, perdagangan internasional justru mendorong negara-negara Selatan 
untuk memusatkan diri pada bentuk produksi yang terbelakang yang sulit akan mendorong 
terjadinya pembangunan. 
Investasi asing semakin menimbulkan hambatan dan distorsi bagi negara- negara Selatan. 
Mereka memegang kontrol atas industri lokal yang paling dinamis dan mengeruk surplus 
ekonomi dari sektor ini dengan cara repatriasi keuntungan, royalty fees, maupun lisensi-lisensi. 
Menurut teori marxis, jelas terjadi aliran modal ke luar dari Selatan ke Utara. Tambah lagi, 
investasi asing dapat menimbulkan pengangguran karena mereka mendirikan pabrik- pabrik yang 
padat modal. Akibatnya, terjadilah distribusi pendapatan yang semakin tidak merata, menggusur 
modal lokal dan pengusaha lokal. Akibat yang tidak kalah menakutkan adalah terjadinya 
produksi yang berorientasi untuk ekspor saja dan karena itu dihasilkan pola konsumsi yang tidak 
aneh.Perdagangan dan investasi mencabut modal dari Selatan dan memaksa negara-negara 
Selatan meminjam dari institusi keuangan Utara, baik swasta maupun publik. Namun, debt 
service dan pembayaran utang mengakibatkan terkurasnya kekayaan mereka. 
Bantuan asing ternyata tidak membantu sebagaimana sering diyakini. Bantuan asing 
malah memperparah distorsi pembangunan negara-negara Dunia Ketiga yang diperintahkan 
untuk menggalakkan investasi asing dan perdagangan internasional. Akibatnya, tujuan 
pembangunan sejati terlupakan, yaitu kesejahteraan seluruh bangsa. Dalam kerangka sistem 
perdagangan internasional ini, di tiap-tiap negara berkembang muncullah kelas yang menjadi 
"client" dari negara berkembang. Elite lokal yang demi kepentingan diri mereka sendiri ingin 
melanggengkan kekuasaan mereka dengan senang hati bekerja sama dengan elite kapitalis 
internasional. Kerja sama seperti ini yang melanggengkan sistem kapitalis internasional. 
Struktur pasar internasional melanggengkan keterbelakangan dan ketergantungan, dan 
pada akhirnya mendorong ketergantungan negara sedang berkembang kepada negara 
berkembang.Seorang strukturalis, Gunnar Myrdal mengatakan bahwa pasar cenderung untuk 
menyukai kelompok orang atau negara yang telah memiliki sumber kekayaan. Sebaliknya, ia 
akan mengempaskan yang belum berkembang. Perdagangan internasional yang tidak beraturan 
dan juga gerakan modal yang bebas akan memperparah ketimpangan internasional. 
Pasar internasional yang berat sebelah seperti ini, menurut kelompok strukturalis, 
bertumpu pada ketimpangan yang ada dalam perdagangan internasional.Perdagangan tidak 
bekerja sebagai mesin pertumbuhan, tetapi malah memperlebar jurang antara negara berkembang 
dan negara sedang berkembang. 
Pertama, ini terjadi karena terms of trade yang merosot terhadap negara sedang 
berkembang. Permintaan akan ekspor produk primer yang berasal dari negara berkembang 
tidaklah elastik, kecuali itu kompetisi pasar internasional menyebabkan harga dari produk-
produk itu semakin murah. 
Kedua, struktur monopoli negara-negara berkembang dan meningkatnya permintaan akan 
barang-barang jadi menyebabkan naiknya harga produk industri dari negara berkembang. Jadi, 
dalam kondisi pasar yang normal, perdagangan internasional sebenarnya memindahkan 
pendapatan dari negara sedang berkembang (Selatan) ke negara berkembang (Utara). 
Perdagangan internasional, menurut kelompok strukturalis, membawa efek negatif 
terhadap pembangunan sebuah negara. Spesialisasi yang dijalankan oleh negara-negara 
berkembang pada ekspor barang-barang yang sudah ketinggalan tidak dapat mendorong 
perekonomian negara itu.Ini bertentangan dengan pendapat teoretisi liberal, tentu saja. 
Sebaliknya, perdagangan menciptakan sektor ekspor yang advanced yang hanya kecil atau malah 
tidak menimbulkan efek pada ekonomi. Dengan kata lain, perdagangan menimbulkan dual 
economy dalam sebuah negara, sektor yang diperuntukkan ekspor yang sudah maju dan ekonomi 
pada umumnya yang belum maju. 
Penanaman modal asing juga melahirkan situasi berat sebelah. Investor asing pada 
dasarnya menjauhi negara sedang berkembang. Kalau toh mereka datang ke negara berkembang, 
mereka hanya mengarahkan diri pada sektor ekspor, dan karena itu makin memperparah dual 
economy dan efek negatif dari perdagangan. Tambah lagi, investasi asing dapat mendorong 
mengalirnya keuntungan ke negara maju. Sekilas tampak tidak ada perbedaan antara teori marxis 
dan teori strukturalis. Perbedaan di antara keduanya terletak dari pandangan mereka tentang 
sistem kapitalis internasional. Kelompok strukturalis masih percaya bahwa sistem kapitalis 
internasional dapat direformasi. Karena itu, industrialisasi dapat diubah setelah pasar 
internasional diubah dan industrialisasi itu sendiri akan mempersempit jurang antara negara 
berkembang dan negara sedang berkembang. Kelompok Marxis tidak yakin bahwa sistem 
kapitalis internasional dapat diubah.Ini disebabkan negara-negara berkembang tidak mau 
mengubah sistem itu. Perubahan hanya mungkin lewat revolusi. Sistem kapitalis internasional 
yang ada dihancurkan dan diganti dengan sebuah sistem internasional yang lebih adil. 
Dalam konteks globalisasi kapitalisme, kaum neoliberal di Amerika Serikat pada tahun 
1993 membangun kekuatan untuk mendominasi globalisasi. Untuk menjamin bahwa Kongres 
Amerika Serikat akan meratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menguntungkan 
kapitalis global, para pengusaha swasta di Amerika membangun yang disebut Alliance for GATT 
NOW. Aliansi ini bekerja keras mendekati redaksi-redaksi surat kabar di seluruh Amerika dan 
juga mendekati anggota Kongres agar mendukung Uruguay Round. Aliansi ini berhasil 
menggalang tidak kurang dari 200.000 pengusaha besar maupun kecil. 
Tidak berhenti di situ, tulis Wibowo, aliansi ini juga menyebarkan kertas dan pamflet 
yang memuat angka-angka statistik. Mereka juga memasang iklan di berbagai surat kabar besar 
dan televisi nasional. Agar argumen mereka tampak canggih dan ilmiah, dalam pamflet itu diberi 
catatan: "didukung oleh mantan pejabat perdagangan, 40 gubernur, dan mantan presiden, dan 
450 ekonomi kondang". Aliansi itu menamai GATT sebagai A Home Run for America, dan 
mengatakan bahwa GATT akan memacu ekspor Amerika maupun pertumbuhan ekonomi, 
menciptakan jutaan lapangan kerja bagi Amerika, melindungi hak kekayaan intelektual Amerika, 
dan menjamin bahwa pesaing-pesaing Amerika akan "bermain menurut aturan yang juga kita 
patuhi". 
Dalam pamflet itu juga terdapat sebuah foto dari dua senator, Smoot dan Hawley, yang 
pada tahun 1930 berhasil membuat Amerika menerbitkan undang- undang yang amat 
proteksionis. Lalu ditulis: History has not been kind to those in Congress who embrace 
protectionism dan meminta anggota Kongres untuk "remember these fellas when you vote on 
GATT". Dalam koran terbesar Amerika, New York Times, dilaporkan tiga wawancara dengan tiga 
ekonom terkenal: Paul Krugman dari MIT, Sherman Robinson dari Universitas California di 
Berkeley, dan Gary Hufbauer dari Institute for International Economics. Dengan uraian yang 
padat dan memikat diterangkan keunggulan perdagangan bebas dan bahwa ia akan menghasilkan 
positive- sum world. Artikel ini memang yang terbaik yang menguraikan kehebatan ekonomi 
liberal/neoliberal, tetapi ia cuma satu dari banyak artikel lain yang tersebar di beberapa koran di 
Amerika. Konon tidak kurang dari 50 koran mendukung GATT-WTO, termasuk di sini koran 
dengan oplah nasional, seperti Washington Post, USA Today, Wall Street Journal, dan Journal of 
Commerce. 
Di New York Times, demikian Wibowo, dimuat lembaran tambahan yang memuat 
komentar para pejabat pemerintah, pengusaha manufaktur, dan kelompok konsumen. Semuanya 
menekankan keuntungan perdagangan bebas. Halaman depan New York Times mulai dengan 
sebuah mantra: "Free trade means growth. Free trade means growth. Free trade means growth. 
Just say it fifty more times and all doubts will melt away". 
Pada 1 Desember 1994, ketika diadakan pemungutan suara di Kongres Amerika, 
ratifikasi WTO mendapat dukungan suara yang nyaris mutlak.Yang menarik, dukungan suara ini 
lebih besar dibandingkan dengan dukungan suara yang diberikan untuk ratifikasi pendirian 
NAFTA, perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko dan Kanada. Namun, ketika para 
pendukung WTO merasa aman, pecah The Battle of Seattle. Ketika itu, Desember 1999, di 
Seattle (sebuah kota di ujung barat laut Amerika) tengah diadakan konferensi WTO. Panitia 
penyelenggara tidak menduga bahwa ribuan orang dari berbagai golongan dan kelompok orang 
berkumpul di kota yang terkenal paling indah di Amerika Serikat dan memblokir jalan-jalan 
menuju ke tempat penyelenggaraan konferensi. Mereka menuduh WTO sebagai biang dari 
semua kekacauan dan kejahatan dunia: membuat orang miskin makin miskin, membuat 
pendidikan mahal, membuat lingkungan rusak, membuat buruh kehilangan pekerjaan, membuat 
kaum perempuan kian tertindas, membuat anak-anak dipaksa bekerja, dan sebagainya.  
Konferensi yang dibayangkan akan menjadi pesta yang menyenangkan berubah menjadi 
ajang pertempuran. Di luar para demonstran menggebu menuju tempat konferensi dan dicegat 
oleh polisi. Mula-mula tidak ada kekerasan, tetapi lambat laun kekerasan tidak terhindarkan. 
Tidak ada lagi suasana damai di Seattle, digantikan "suasana perang". Konferensi WTO di 
Seattle gagal total, tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa. Para menteri perdagangan pulang 
dengan tangan hampa. Inilah bentuk perlawanan oleh masyarakat sipil paling besar dan paling 
berhasil. Mereka berhasil menggagalkan konferensi elite tingkat tinggi yang tidak lain adalah 
koalisi antara pemerintah dan pelaku bisnis. 
Pertarungan antara pendukung teori ekonomi liberal dan yang bukan tidak berhenti di 
sini. Demonstrasi besar senantiasa mengiringi setiap konferensi atau pertemuan puncak yang 
diadakan oleh tiga lembaga internasional besar, WTO, Bank Dunia, dan IMF. Kecuali itu, 
demonstrasi besar juga membayangi setiap pertemuan para pemimpin negara-negara kaya seperti 
G-7. Setelah Seattle, setiap kota yang dipakai untuk konferensi itu pasti dibanjiri oleh 
demonstran, bukan hanya demonstran lokal, tetapi juga dari seluruh dunia. Maka, sejak tahun 
1999 itu kita lihat di layar televisi clash antara demonstran dan polisi di Washington (2000), 
Hawaii (2001), Genoa (2001), Chiangmai, Thailand (2001), dan sebagainya. 
Pihak pendukung neoliberal adalah para pelaku bisnis dan pemimpin negara yang punya 
uang dan kekuasaan sekaligus. Pihak lawan adalah masyarakat yang didukung oleh sejumlah 
LSM.Para penganut ekonomi liberal/neoliberal saat ini memang "di atas angin" persis karena 
merekalah yang mendominasi panggung utama dunia. Mereka tampil di acara-acara gemerlap di 
sidang-sidang yang diadakan di hotel dan disorot oleh kamera televisi. Foto mereka muncul di 
koran dan majalah. Sementara para penentangnya ada di luar panggung yang tersedia itu. Mereka 
tampil sebagai demonstran yang tidak terorganisasi, bahkan memberi kesan kacau. Maka tidak 
mengherankan bahwa dalam pemberitaan di media massa para demonstran selalu diberi nama 
"kaum anarkis" atau demonstrasi "antiglobalisasi." 
Wibowo mencatat bahwa pertarungan antara pendukung ekonomi liberal/neoliberal dan 
yang bukan, menghasilkan dua kubu. Di dunia kini telah dikenal "World Social Forum" sebuah 
konferensi yang diadakan persis bersamaan ketika diselenggarakan "World Economic Forum". 
Yang terakhir ini diadakan di gedung mewah di Davos, Swiss, dan dihadiri para pelaku bisnis 
dan kepala negara yang merancang rencana menguras kekayaan global, sementara yang pertama 
diadakan di kota kecil, Pôrto Alegre, Brasil, yang dihadiri individu maupun LSM dari seluruh 
dunia yang prihatin akan kehancuran dan kesengsaraan global akibat ulah kapitalis global. World 
Social Forum yang pertama kali diadakan pada tahun 2001 adalah forum untuk aktivis dari 
berbagai bidang. Dua "forum" yang berbeda yang berdiri berhadap-hadapan, masing-masing 
dengan jutaan pengikutnya diseluruh dunia. 
 
Indonesia: Globalisme vs Terorisme  
Globalisasi  kapitalisme terus bertabrakan dengan kebangkitan Islam dan nasionalisme di 
Dunia Ketiga (negara-negara berkembang), termasuk tentu saja, Indonesia. Hampir seluruh 
energi Islam dan nasionalisme di Indonesia tersedot untuk memikirkan bagaimana kita bisa 
survive sebagai bangsa dan negara di era globalisasi yang keras dan ganas ini, globalisasi yang 
makin mempermiskin-memarginalkan golongan lemah dan papa di era reformasi Indonesia yang 
masih sarat dengan korupsi-kolusi itu (Adhyaksa: 2003). Robert Hefner dari Boston University, 
AS  berkali-kali mengartikulasikan dalam pemikirannya bahwa  negara-negara berkembang 
membutuhkan bantuan  ekonomi dan pendidikan dari AS/Barat untuk mengatasi kemiskinan dan 
keterbelakangan, serta  membangun saling pengertian internasional, yang pada gilirannya akan  
mengurangi  jurang kaya-miskin di tingkat global dan  mengikis ketegangan internasional yang  
bisa menciptakan iklim bagi kekerasan, terorisme  dan fundamentalisme agama-agama.  
Kaum "hiperglobalis" menganggap bahwa globalisasi adalah proses yang baru sama sekali, 
yang terjadi selama 10 tahun terakhir  dan telah mengubah dunia secara total dan radikal. 
Globalisasi telah menghancurkan kebudayaan-kebudayaan lokal, merobek pasar-pasar di belahan 
dunia mana pun, dan merobohkan dinding-dinding batas antarnegara. Kenichi Omahe dalam 
”The End of Nation State” mematerikan manifesto para hiperglobalis. Posisi tengah diambil oleh 
David Held  sebagai kelompok "transformatif." Benar globalisasi telah terjadi pada masa lampau, 
tetapi globalisasi yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan yang masa lampau. Tiga faktor 
yang membedakan: velocity, intensity, dan extensity, kecepatan-kesertamertaan, intensitas dan 
ekstensitas (Wibowo: 2002). 
Oleh karena tiga faktor ini, maka globalisasi menimbulkan dampak yang jauh lebih dahsyat 
daripada masa sebelumnya. Tetapi, ini tidak berarti bahwa globalisasi telah melabrak segala 
sesuatu sampai lumat sehingga tidak menyisakan kebudayaan lokal dan negara-bangsa sama 
sekali. Terjadi transformasi, bukan eliminasi atau anihilasi. Dalam hal ini, William Greider 
mengamati bahwa globalisasi yang terjadi seperti angin puting beliung itu pada akhirnya hanya 
menguntungkan segelintir orang, dan menyengsarakan sejumlah besar penduduk planet Bumi ini. 
Dalam bukunya One World, Ready or Not, The Manic Global Capitalism (1998), ia melontarkan 
tesisnya bahwa motor di balik globalisasi adalah yang disebutnya "kapitalisme global." 
Kaum kapitalis yang rakus dan tak pernah puas beramai-ramai menguras kekayaan dunia, 
masuk ke dalam kantung kapitalisme global, dengan memanfaatkan teknologi komputer, 
mengabaikan semua tatanan kesantunan hidup bersama. Memang para kapitalis global itu telah 
memungkinkan penyebaran kenyamanan dan kemudahan, tetapi itu semua hanya untuk 10 
persen dari penduduk bola dunia; sementara jurang antara si kaya dan si miskin (istilah baru: 
digital divide) menjadi kian menganga. Lantas, siapa kapitalis global itu? Mereka adalah para 
spekulan uang yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000 orang (yang terkenal di antaranya adalah 
George Soros), dan sekitar 53.000 perusahaan multinasional (multi-national corporations) yang 
mempekerjakan sekitar enam juta orang di seluruh dunia. Harus ditambahkan di sini adalah 
institusi keuangan internasional, IMF (International Monetary Fund) dan World Bank. Lembaga 
keuangan internasional itu didukung oleh WTO (World Trade Organization) secara langsung 
atau tidak langsung ikut membantu para kapitalis global untuk membuka pasar di seluruh dunia 
yang sampai sekitar tahun 1970-an merupakan pasar yang tertutup. Dalam konteks ini, Edward 
Luttwak (Turbo Capitalism, 1999) mengatakan bahwa peranan negara dalam proses penjarahan 
global ini lebih mengarah pada geo-economics, kalau dulu pada geo-politics. 
Dalam area geo-economics, negara-negara kini "berperang" dengan mengerahkan 
"pasukan" mereka yang terdiri dari para pelaku bisnis internasional dan juga birokrasi yang 
mereka miliki. Strategi yang dipakai juga mirip pada masa lampau: membentengi diri sambil 
menyerang lawan. Tentu saja negara-negara maju (AS, Jepang, Eropa Barat) rata-rata 
memenangi peperangan ini jika mereka berhadapan dengan negara yang belum maju. Pada 
tingkat ekonomi, terjadilah pemaksaan pembukaan pasar-pasar di semua negara di seluruh dunia. 
Pada tingkat politik, terjadilah the death of democracy karena para politisi lebih suka menjamu 
para kapitalis mancanegara daripada konstituen mereka di dalam negeri. Pada tingkat ekologi, 
terjadilah perusakan lingkungan oleh perusahaan multinasional. Pada tingkat kebudayaan 
terjadilah McDonaldization, sebuah istilah tentang serbuan kebudayaan global (Amerika?) yang 
menekan kebudayaan lokal sampai ke sudut yang paling sempit.Ideologi yang dipakai untuk 
membenarkan semua itu disebut "neoliberalisme". Di tengah  era neoliberalisme itu, tiba-tiba 
kita disentakkan oleh tragedi serangan pemboman WTC New York, 11 September yang 
meledakkan isu terorisme Islam, fundamentalisme Islam dan cap-cap buruk lainnya terhadap 
ummat Islam. Kali ini, Dunia Islam menjadi bidikan Barat dalam diskursus dan ekspresi 
AS/Barat bertema ‘’perang melawan terorisme’’. 
 
AS, Islam, dan Asia 
Lawatan Presiden AS George W. Bush ke Indonesia November 2006  tidak terlepas dari 
kepentingan strategis Amerika di kancah global dalam upaya memerang terorisme. Menurut 
rencana, Bush akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan beberapa 
agenda bilateral. Namun, dikhawatirkan kehadiran Bush akan membangkitkan sentimen Islam 
radikal. 
Pasca runtuhnya Soviet, AS bertekad untuk tetap menjadi satu-satunya negara adidaya. Di 
dunia Islam, ambisi itu ditanggapi dengan kecemasan dan ambivalensi antara negeri-negeri 
muslim seperti Saudi dan Kuwait yang mendukung AS dan negeri-negeri muslim yang 
menentangnya, semacam Iran dan Suriah, selebihnya negeri-negeri muslim bersikap netral. 
Di belahan Eropa, ambisi AS itu menimbulkan keretakan yang makin lebar dengan Eropa, 
sekutunya di Barat. Eropa saat ini menjadi satu-satunya kawasan di mana kekuasaan tandingan 
atas AS dapat muncul. Kasus serangan AS ke Iraq menampakkan permainan divide and rule oleh 
Washington dengan memainkan Inggris dan Eropa Timur yang mendukung serangan AS ke Iraq, 
berhadapan dengan Prancis-Jerman yang menolak invasi/hegemoni AS ke Iraq tersebut. 
 
AS dan Dunia Islam 
Persepsi Bush banyak dipengaruhi pandangan Samuel P. Huntington dan Bernard Lewis 
dalam memandang dunia Islam.Bagi Bush, AS menyadari betapa sangat sulit dunia Islam (Timur 
Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara) menerima standar AS dalam soal Islam 
militan. Dunia Islam hingga kini tetap menolak memasukkan Hamas atau Jihad Islam di 
Palestina sebagai kelompok teroris. Sebab, mereka berjuang membebaskan negeri mereka dari 
penjajahan Israel. 
Huntington sudah jauh-jauh hari mengingatkan Bush dan pemimpin Barat yang lain agar 
mereka waspada terhadap perkembangan Islam. Karena itulah, Huntington memperingatkan, 
pertumbuhan penduduk muslim merupakan satu faktor destabilisasi terhadap masyarakat muslim 
dan lingkungannya, termasuk destabilisasi terhadap AS/Barat. Jumlah besar kaum muda muslim 
dengan pendidikan menengah akan terus memperkuat kebangkitan Islam dan militansi Islam, 
militerisme, dan imigrasi ke Barat. 
Hasilnya, pada awal-awal abad ke-21, Barat akan menyaksikan kebangkitan kekuatan dan 
kebudayaan Islam dan sekaligus benturan antara masyarakat Islam dan Barat. Dalam bukunya 
(Who Are We?: The Challenges to America National Identity, 2004), Huntington meyakinkan 
Bush dan pemimpin Barat bahwa dewasa ini Islam militan telah menggantikan posisi Uni Soviet 
sebagai musuh utama AS, This new war between militant Islam and America has many 
similarities to the Cold War. 
Di sini, Huntington menggunakan istilah perang baru (new war) antara AS dan Islam 
militan. Bahwa Islam adalah potensi musuh besar dan bahaya bagi Barat dan AS khususnya. 
Paralel dengan Huntington, penasihat Gedung Putih, Bush menyebut perang melawan Islam 
militan itu sebagai crusade. Untuk memengaruhi Bush, Huntington menyodorkan polling di 
sejumlah negeri Islam yang menunjukkan bahwa sebagian besar kaum muslim sangat tidak 
menyukai kebijakan AS. Polling di sembilan negara Islam, Desember 2001-Januari 2002, yang 
ditunjukkan Huntington kepada Bush dan rakyat AS menampilkan opini umum di kalangan 
muslim bahwa AS adalah kejam, agresif, arogan, mudah terprovokasi, dan culas dalam politik 
luar negerinya . 
Banyak kelompok Islam oleh Huntington dimasukkan ke kategori militan sehingga layak 
diserang AS secara dini. Tanpa memberikan alasan, sebab-sebab, dan fakta yang akurat dan 
komprehensif, Huntington menyatakan bahwa selama beberapa dekade terakhir kaum muslim 
memerangi kaum Protestan, Katolik, Kristen Ortodoks, Hindu, Yahudi, Buddha, atau China. Di 
sini, Bush kemudian melihat Afghanistan dan Iraq sebagai negeri muslim yang layak diserang. 
Ketegangan dan terorisme global pun mencuat tak terelakkan, terutama dilancarkan aktivis Islam 
Al Qaidah dan jaringannya. 
Dalam konteks Asia, terutama Asia Tenggara, Bush membuka peluang bagi peningkatan 
AS-ASEAN dan hubungan RI-AS di berbagai bidang yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan 
dengan mengembangkan area of common interests (kepentingan bersama) serta meminimalkan 
perbedaan (area of differences) dalam berbagai segmen pola hubungan AS-ASEAN dan RI-AS 
tanpa harus hanyut ke dalam pelukan hegemoni AS . 
 
AS dan Asia 
Asia Tenggara masih trauma dengan malapraktik IMF dalam mengatasi krisis ekonomi di 
kawasan ini 1997-1998, yang menyebabkan krisis itu berkepanjangan, sebagaimana dicatat guru 
besar National University of Singapore Chang Heng Che (kini Dubes Singapura untuk AS) dan 
ekonom Paul Krugman serta Jeffrey Sach. AS yang mengendalikan IMF dan Bank Dunia dinilai 
mereka tidak berbuat banyak dalam upaya mengatasi krisis ekonomi itu sehingga mendorong 
ASEAN lebih mendekati China yang lebih responsif dan suportif dalam membantu ASEAN 
mengatasi krisis ekonomi. Dewasa ini, di Asia Tenggara, Indonesia merupakan elemen penting 
dalam perang AS dengan terorisme global, termasuk perang terhadap Al Qaidah, Jamaah 
Islamiyah, dan jaringannya. Indonesia adalah anchor of stability (jangkar stabilitas) di Asia 
Tenggara. 
Keberhasilan Indonesia menangkap pelaku teror dan menghancurkan jaringan terorisme 
merupakan kontribusi sangat penting terhadap upaya masyarakat internasional dan pemerintah 
AS dalam menghadapi terorisme global. Karena itu, secara geopolitik dan geo-ekonomi, peran 
Indonesia di mata AS bagi terwujudnya stabilitas di Asia Tenggara sangat krusial, sekaligus 
sebagai sekutu pengimbang terhadap China di Asia. Sementara di mata AS potensi pasar dan 
sumber daya alam Indonesia sangat besar. Dalam paradigma pemerintah AS yang meletakkan 
perang terhadap terorisme dalam kerangka ideologis, Indonesia sebagai negara muslim 
demokratis terbesar di dunia merupakan role model yang dibutuhkan AS. Masyarakat Indonesia 
dengan tradisi agama dan pluralisme serta memiliki toleransi, juga berperan sebagai counter 
balance dalam menghadapi peningkatan radikalisme agama dan terorisme yang dapat 
membahayakan sendi-sendi demokrasi dan stabilisasi di Asia Tenggara. 
Karena itu, lawatan Bush pada November ini ke Indonesia, negeri terbesar di Asia 
Tenggara, akan memperkuat relasi AS-RI dan AS-ASEAN seiring dengan penguatan relasi AS-
NATO di Eropa bahwa kedua hal itu vital bagi Washington vs dunia Islam. AS butuh legitimasi 
dari Indonesia dalam meneruskan kebijakan memerangi terorisme ke depan. Tetapi tidak 
melupakan fakta bahwa perilakunya sebagai terorisme negara dalam kasus serangan ke Iraq 
untuk menggusur Saddam Hussein dan Afghanistan soal Taliban serta intervensinya di Palestina 
dan tekanannya atas Iran soal program nuklir tidak bakal didukung dan dilegitimasi oleh 
Indonesia. 
Kepentingan dan popularitas Bush di dalam negeri tidak akan terdongkrak dengan 
kunjungannya ke Jakarta. Pemerintah SBY-Kalla diperkirakan akan bersikap normatif, standar, 
dan terukur dalam menerima kehadiran Bush. Apalagi, masyarakat dan pemerintah Indonesia 
sudah dikecewakan kebijakan Bush yang menggunakan standar ganda dalam hubungannya 
dengan dunia Islam. 
Dalam hal ini, Indonesia harus meyakinkan AS bahwa perangnya melawan terorisme akan 
gagal tanpa menyelesaikan masalah Palestina dan menciptakan perdamaian abadi di Timur 
Tengah (Timteng). Bush sebaiknya menyimak laporan akademisi di Harvard dan Chicago yang 
berseberangan dengan Samuel Huntington bahwa perdamaian di Timteng tak akan terjadi tanpa 
berdialog dan mendengar langsung keluhan kelompok Sunni-Syiah Iraq, Hamas, dan Hizbullah 
yang legitimate dan didukung konstituennya. (Sahrahad: 2006) 
 
Brain Drain di AS: Dampak Globalisasi 
Untuk pertama kali, di era globalisme dewasa ini, Amerika Serikat mengalami brain 
drain serius yakni larinya kaum cerdik-pandai dan berkeahlian meninggalkan negeri Barack 
Obama itu. Mengapa ini terjadi? Resesi panjang sektor ekonomi AS yang membuat ekonomi 
masyarakat AS merosot, mendorong para imigran berkeahlian dan berketrampilan memilih 
keluar dari negeri Paman Sam itu. Ini risiko globalisasi. Apalagi China dan India ekonominya 
terus melejit, membuka peluang usaha, kesempatan kerja dan pasar yang amat besar. 
Peneliti senior di Stanford University, California Dr Vivek Wadhawa, mencatat untuk 
pertama kali Amerika Serikat mengalami brain drain yakni larinya kaum cerdik-pandai dan 
berkeahlian itu karena berbagai faktor. Menurutnya, para imigran trampil itu menjadi pendorong 
pertumbuhan ekonomi AS selama beberapa dekade ini dan mendorong percepatan 
pengembangan teknologi canggih. 
Namun para elite dan pemimpin AS malah sibuk berdebat mengatasi masuknya imigran 
tak berketrampilan yang merepotkan Negara itu, tanpa solusi yang jelas soal bagaimana 
membendung arus keluar imigran berkeahlian itu. Sementara arus imigran keluar didominasi 
para insinyur, ahli hukum dan pakar IT, justru buruh tak berpendidikan tinggi menyerbu AS dan 
jadi fokus perdebatan domestik. 
“Saya kira ini untuk pertama kali, terjadi brain drain dimana performance ekonomi yang 
buruk, mendorong para imigran berkeahlian meninggalkan AS, terutama dari India dan China 
untuk kembali ke negeri mereka, membuka perusahaan, menembus pasar dan menciptakan 
ribuan lapangan kerja. Akibatnya, AS kekurangan tenaga ahli, sementara sumber daya manusia 
dari dalam negeri kian berkurang tanpa dukungan imigran berkeahlian (skill labour),” kata Vivek 
Wadhawa, yang juga peneliti tamu di UC Berkeley. 
Di AS migrasi internasional kini semakin menjadi permasalahan yang menyita perhatian 
banyak pihak. Transisi pada ilmu pengetahuan berbasis ekonomi menciptakan lebih banyak 
pangsa pasar yang terintegrasi bagi mereka yang mempunyai bakat dan keahlian yang tinggi. 
Bakat dan keahlian tersebut menjadi aset yang sangat berharga dalam percaturan ekonomi dunia. 
Kini ketika ekonomi AS merosot, akibatnya adalah gelombang brain drain dari AS ke 
negara-negara berkembang semakin menguat. Munculnya arus balik brain drain ini adalah 
konsekuensi dari perburuan terhadap kesempatan terbaik bagi para ahli, cerdik pandai dan 
teknologi. 
Sepuluh dua puluh tahun lalu, semakin banyak profesional (orang-orang berpendidikan 
tinggi, berbakat dan terlatih) terbaik India dan China hijrah atau meninggalkan negaranya yang 
miskin ke negara-negara maju (negara-negara industri) seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, 
dan Australia. Mereka itu adalah para ilmuwan, informatisi (ahli ICT), arsitek, insinyur, 
akademi, dokter, dan para ahli lainnya. Tapi kini situasi sudah terbalik. 
Di masa lalu, demikian Aaron Chaze, yang melakukan penelitian di 61 negara 
berkembang, sebagian besar para braindrainer memilih bermigrasi ke negara-negara 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), terutama Amerika Serikat, 
Kanada, Inggris, Perancis dan Jerman. Pada 2007 saja terdapat sebanyak 50.000 (5%) dokter 
India yang bekerja di negeri Paman Sam serta ratusan ribu manajer, teknisi dan ahli komputer 
bekerja di Microsoft, McKinsey & Company, Citigroup serta berbagai firma teknologi informasi 
di kota-kota metropolitan Amerika. 
Tapi di 2012, justru arus brain drain keluar dari AS.“Inilah arus balik brain drain dari 
AS untuk keluar dari negeri itu, mencari kesempatan yang lebih luas dan terbuka, India dan 
China menjadi focus utama,” kata Vivek Wadhwa. Para sarjana India terinspirasi kisah putera 
India Nagarajan, seorang brain drain alumni Silicon Valley yang kembali ke India. Pada 2000 
dia mendirikan perusahaan teknologi informasi dengan hanya 20 pekerja. Pada 2004, 
perusahaannya sudah mempunyai 3 600 pekerja dengan laba US$30 juta. Akibat selanjutnya, AS 
diperkirakan di tahun-tahun mendatang kekurangan para ahli ilmu dan teknologi yang mumpuni, 
yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi dan teknologi negeri itu. Alasan lain terjadinya arus 
brain drain dari AS adalah bahwa para ahli dari India (dan China) bisa menunggu tujuh tahun 
lebih untuk mendapatkan permanent residence secara legal di AS. 
Para ahli yang menunggu legalisasi ijin tinggal tetap itu sudah mencapai 1 juta orang. 
Sehingga, kini hanya sedikit arus masuk tenaga ahli dari Asia ke AS, dan justru arus keluar yang 
cenderung meninggi, terutama kalangan berkeahlian tinggi bidang iptek, yang sebenarnya 
dibutuhkan AS untuk menopang kemajuan teknologinya. Dewasa ini, AS menghadapi berbagai 
masalah domestik dan luar negeri yang harus dipecahkan untuk membangkitkan kembali 
perekonomian dan kredibilitasnya sebagai negeri adikuasa. AS ingin mengurangi rasa sakit dari 
krisis ekonominya dewasa ini. Apa itu? 
Menkeu AS Timothy Geithner mengakui bahwa negerinya menghadapi tantangan 
ekonomi yang keras di tengah meningkatnya harga minyak dunia dan isu domestik lainya. 
Obama dan PM Inggris David Cameron telah mendiskusikan pelepasan cadangan minyak 
strategis mereka untuk mengurangi laju kenaikan harga minyak dunia.Ini isyarat kuat bahwa 
kenaikan harga minyak global sudah mencemaskan AS, dan menimbulkan kontraksi ekonomi 
dalam negeri. 
Kenaikan harga minyak dunia dan gejolak Arab Spring yang berantai di Dunia Arab, 
ditambah instabilitas Irak dan Afghanistan pasca-invasi AS sekian tahun lalu, yang tak kunjung 
usai juga, merupakan masalah luar negeri yang menjadi perhatian serius Gedung Putih dan 
sangat mengganggu. Dalam kaitan ini, berbicara dalam forum the Economic Club of New York, 
Menkeu Geithner pekan ini mengakui, masyarakat AS membutuhkan bantuan pemerintah untuk 
pemulihan ekonomi dan kenaikan harga BBM. Tidak ada jalan mudah dan cepat untuk mengatasi 
masalah ini, namun AS sedang berusaha meraih kemajuan guna mengembagkan sumber energi 
tambahan dalam segala bentuk dan dari segala potensi. 
Uni Eropa juga menghadapi persoalan yang sama dengan AS dan memerlukan langkah 
penghematan sumber daya. Di dalam negeri, AS juga harus mengatasi berbagai faktor domestik 
yang mengganggu seperti angka kemiskinan yang tinggi, pengangguran dan pasar perumahan 
yang relatif lesu. Maka menjadi penting bagi para pengambil kebijakan di AS untuk 
mempercepat pertumbuhan dalam jangka pendek dan tidak bergeser secara prematur ke arah 
pengetatan fiskal. Geithner mengakui, AS akan menghadapi masa akhir pemotongan pajak dan 
pengurangan anggaran belanja dalam skala besar yang berjumlah sampai 5 persen dari produk 
domestik kotor, GDP negeri itu akhir 2012. 
Di Berkeley, para akademisi mencatat bahwa salah satu sumber petaka bagi AS adalah 
hubungan dagangnya dengan China yang amat timpang. China dan AS selaku mitra dagangnya, 
terus saling bersitegang dan berkonflik panjang dalam tahun-tahun terakhir ini yang mencakup 
keamanan produk, manipulasi mata uang dan pembatasan akses pasar untuk berbagai jenis 
produk. Namun demikian, AS akan tetap fokus pada kawasan Asia Pasifik karena pertumbuhan 
ekonominya mengesankan, yang bisa mengkompensasi krisis ekonomi di Uni Eropa. ''Asia 
Pasifik penting bagi AS, karena menjadi pasar yang mekar, suatu kombinasi konsumsi, inovasi, 
dan pertumbuhan,'' kata Rich Lyons, Dekan Sekolah Bisnis UC Berkeley. 
Seolah lagu lama, para akademisi melihat impor AS dari China menjadi kambing hitam 
atas upah yang stagnan di Amerika. Sementara surplus dagang China dengan AS menyebabkan 
ekonom peraih Nobel Paul Krugman juga mengeluhkan betapa kebijakan merkantilis negeri 
China itu mengorbankan ekonomi Amerika dan menimbulkan PHK jutaan tenaga kerja di AS. 
Selain itu, RRC juga dikecam melakukan pelanggaran HAM, mengeruk sumber daya alam dari 
Afrika dengan tata kelola yang buruk.Surplus dagang China dengan AS yang berlebihan 
menciptakan ketimpangan global antara AS dan China. Surplus dagang China meningkat 11 
persen dari PDB menyusul krisis finansial di AS dan Eropa pada 2007. 
Ketimpangan dan ketidakadilan ini, demikian Dani Rodrik, guru besar di Harvard 
University, meningkatkan permintaan global bagi barang-barang China dengan cost yang 
berkurang di tempat lain, menimbulkan komplikasi bagi recovery ekonomi di seluruh dunia. Hal 
itu juga mengganggu sektor manufaktur di seluruh dunia, termasuk China sendiri. Tapi 
masalahnya bukan hanya semata ekonomi. Secara historis, ketimpangan dagang itu juga 
menciptakan ‘lahan subur’ bagi proteksionisme. Jika surplus dagang China atas AS, tidak 
berkurang, AS akan membalas dengan membatasi impor dari China, dan ini mengundang reaksi 
balasan dari Beijing dan reaksi yang sama dari negeri lain. 
Menurut Rodrik, kemunduran dan pukulan balik politik AS atas globalisasi dan 
perdagangan China secara umum akan menjadi kenyataan. Ditambah sistem otoriter China ikut 
berpengaruh negatif terhadap citra negara itu.Akhirnya, ketegangan China versus AS ini sulit 
dikelola dan dikendalikan. Sementara China terus meraih keuntungan ekonomi, AS/Barat justru 
terus merugi. AS sudah mengingatkan China agar tidak melulu mementingkan pertumbuhan 
ekonominya di era globalisasi. AS dan sekutunya bisa saja membuat kebijakan yang 
menghantam China dengan cara membatasi ekspor produk China ke luar negeri, terutama ke AS 
dan Eropa serta kawasan lainnya. Agar AS tak terus merugi dan menderita sakit secara ekonomi. 
Ironis bahwa di era globalisasi yang dampaknya tak bisa lagi dikendalikan AS.Barat 
sendiri, Obama dan para elite Amerika nampaknya sedang berpikir keras untuk itu, agar rasa 
sakit akibat krisis ekonomi di AS dan Eropa bisa dikurangi secara berarti. 
 
SIMPULAN 
Globalisasi merupakan satu fenomena yang mempunyai tiga citra (image), yakni citra 
pembaratan-modenisasi, citra hegemoni dan dominasi, citra integrasi pasar global. Globalisasi 
yang sekarang tidak bisa dibandingkan dengan yang masa lampau. Tiga faktor yang 
membedakan: velocity, intensity, dan extensity, kecepatan-kesertamertaan, intensitas dan 
ekstensitas. Globalisasi menjadi lekat dengan persepsi akan dominasi dan penaklukan Barat 
terhadap bangsa-bangsa lain, suatu  dominasi dan penaklukan terhadap “desa global“. Fakta 
bahwa terorisme, baik dari Islam maupun komunis, sekarang menjadikan Amerika Serikat 
sebagai musuh utama adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, lalu serta merta disimpulkan 
bahwa memang ada kebencian esensial dari para teroris kepada AS. Globalisasi  kapitalisme 
terus bertabrakan dengan kebangkitan Islam dan nasionalisme di Dunia Ketiga (negara-negara 
berkembang), termasuk tentu saja, Indonesia. Dewasa ini, di Asia Tenggara, Indonesia 
merupakan elemen penting dalam perang AS dengan terorisme global, termasuk perang terhadap 
Al Qaidah, Jamaah Islamiyah, dan jaringannya. Indonesia adalah anchor of stability (jangkar 
stabilitas) di Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia dengan tradisi agama dan pluralisme serta 
memiliki toleransi, juga berperan sebagai counter balance dalam menghadapi peningkatan 
radikalisme agama dan terorisme yang dapat membahayakan sendi-sendi demokrasi dan 
stabilisasi di Asia Tenggara. 
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